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ABSTRAKSI 

 

HENI SUCIATI, 2023, NIT: 561911337459, “Tertundanya Penerbitan Sertifikat 

Akibat Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Di Subdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Dan 

Perlindungan Di Perairan Ditkapel”, Skripsi Tatalaksana Angkutan Laut 

dan Kepelabuhanan, Program Diploma IV,  Politeknik  Ilmu  Pelayaran 

Semarang, Pembimbing I : Yozar Firdaus Amrullah, S.S., M.H. 

Pembimbing II : Amad Narto, M.Pd., M.Mar.E. 

 

Penerbitan sertifikat oleh Ditkapel merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh pemilik kapal sebelum melakukan pelayaran. Pada praktiknya, 

penerbitan sertifikat oleh Ditkapel mengalami penundaan yang diakibatkan oleh 

keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu, 

penelitian ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana proses 

pembayaran PNBP di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen 

Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 2) Apa 

saja dampak yang didapatkan oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran 

di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan 

Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 3) Strategi apa yang direncanakan 

Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan 

Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mencegah terjadinya 

keterlambatan pembayaran PNBP? Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis proses pembayaran PNBP yang mengalami keterlambatan 

sehingga berdampak pada pengguna jasa dan merencanakan strategi yang akan 

digunakan untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat dikarenakan 

keterlambatan pembayaran PNBP. 

Metode yang diguakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif 

dengan menguraikan secara sistematis proses pemabayaran PNBP oleh Ditkapel. 

Perolehan sumber data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang dilakukan disertai studi kepustakaan terkait strategi yang 

dilakukan oleh Ditkapel dalam menangani keterlambatan pembayaran PNBP. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembayaran PNBP oleh 

Ditkapel yaitu 1) Proses pembayaran PNBP masih dilakukan secara manual dan 2) 

Banyak dokumen bukti pembayaran PNBP yang tertumpuk dengan dokumen lain 

sehingga proses penerbitan sertifikat tertunda. Dampak yang ditimbulkan dari 

tertundanya penerbitan sertifikat adalah pengguna jasa harus kembali 

mengumpulkan berkas yang dimintas sebagai syarat penerbitan sertifikat dan 

memakan waktu. Strategi yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah 

dibuatnya web yang dinamakan simkapel yang berfungsi untuk menjembatani 

pengguna jasa dengan pihak Ditkapel dalam hal pembayaran dan mengumpulan 

dokumen. 

Kata Kunci: Penerbitan Sertifikat, Keterlambatan,Pembayaran PNBP 
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ABSTRACT 
 

HENI SUCIATI, 2023, NIT: 561911337459, “Tertundanya Penerbitan 

Sertifikat Akibat Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Di Subdit Pencegahan Pencemaran Dan 

Manajemen Keselamatan Dan Perlindungan Di Perairan 

Ditkapel”, Skripsi Tatalaksana Angkutan Laut dan 

Kepelabuhanan, Program Diploma IV, Politeknik  Ilmu  

Pelayaran  Semarang, Pembimbing I : Yozar Firdaus Amrullah, S.S., 

M.H. Pembimbing II : Amad Narto, M.Pd., M.Mar.E. 

 
Issuance of a certificate by Ditkapel is one of the conditions that 

must be fulfilled by ship owners before making a voyage. In practice, the 

issuance of certificates by Ditkapel has been delayed due to delays in 

payment of non-tax state revenue (PNBP). For this reason, this study has 

3 (three) problem formulations, namely 1) What is the process for paying 

PNBP at Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan 

Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel 2) What are the 

impacts that service users get for late payments at Subdit Pencegahan 

Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan 

Lingkungan di Perairan Ditkapel? 3) What strategy is planned by Subdit 

Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan 

Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel to prevent delays in PNBP 

payments? The purpose of this study is to identify and analyze the PNBP 

payment process which is experiencing delays that impact service users 

and plan strategies to used to overcome delays in issuing certificates due 

to delays in PNBP payments. 

The method used in this study is descriptive qualitative by 

systematically describing the process of paying PNBP by Ditkapel. 

Obtaining data sources is done by way of interviews, observation and 

documentation which is accompanied by literature study related to the 

strategy carried out by Ditkapel in dealing with the late payment of PNBP. 

The result of this study indicate that PNBP payment process by 

Ditkapel is 

1) PNBP payment process is still done manually and 2) A lot of PNBP 

payment proof documents are piled up with other documents so that the 

certificate issuance process is delayed. The impact of delaying the issuance 

of certificates is that service users must return to collect the requested files 

as a condition for issuing certificates and it takes time. The strategy 

adopted to deal with this problem is the creation of a web called 

SIMKAPEL which functions to bridge service users with Ditkapel in terms 

of payment and document collection. 

Keywords: Certificate Issuance, Lateness, PNBP Payment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sertifikat pencegahan pencemaran dan sertifikat menajemen keselamatan 

merupakan surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Perhubungan sebagai bukti kelayakan kapal untuk dapat melakukan pelayaran. 

Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan 

kelaiklautan terkait menejemen keselamatan dan pencegahan pencemaran. 

Beberapa contoh jenis sertifikat tersebut adalah Marine Pollution Prevention 

(MARPOL)/ konvensi internasional pencegahan polusi kapal, Wreck Removal 

(WR)/ pencegahan pencemaran bahan beracun, Civil Liability Convention 

(CLC)/ pencegahan pencemaran minyak, dan National Certificate of Prevention 

of Pollution From Vessel (SNPP)/ sertifikat nasional pencegahan pencemaran. 

Akan tetapi penerbitan sertifikat tidak selamanya berjalan dengan lancar. 

Dalam proses penerbitan sertifikat diperlukan pemeriksaan administratif dan 

pemeriksaan fisik kapal. Setelah lulus pemeriksaan, pengguna jasa 

dipersyaratkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun 

sistem pembayaran PNBP memiliki waktu bayar yang terbatas. Apabila 

pengguna jasa terlambat membayar, maka pemeriksaan admistratif dan fisik 

kapal harus diulangPermasalahan lainnya adalah, Subdit Pencegahan 

Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan 

Lingkungan di Perairan telah mengadopsi penggunaan tehknologi informasi, 
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yaitu Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang merupakan sistem untuk 

membuat kode billing PNBP, dan SIMKAPEL yang merupakan sistem untuk 

melihat track record proses penerbitan sertifikat. Namun kedua aplikasi tersebut 

belum terintegrasi, serta pemeriksaan data PNBP masih dilakukan petugas 

secara manual. Hal tersebut juga mengakibatkan penerbitan sertifikat menjadi 

tertunda. Dampaknya diantaranya adalah: pengguna jasa tidak bisa 

mendapatkan sertifikat tepat waktu, sehingga mengakibatkan kapal lama di 

pelabuhan dan menanmbah biaya demurage. Selain itu berkas pengajuan 

sertifikat semakin banyak yang menempuk di Ditkapel. 

Berdasarkan laporan data, setidaknya terhitung ada 100 jenis sertifikat 

setiap tahunnya yang tertunda untuk diterbitkan disebabkan oleh keterlambatan 

proses PNBP. Padahal proses penerbitan sertifikat memerlukan bukti PNBP 

sebagai salah satu syarat wajib bagi pemohon sertifikat. Hal itu sesuai dengan 

ketentuan peraturan mentri perhubungan Nomor PM 176 tahun 2015 tentang 

standar pelayanan pada direktorat perkapalan dan kepelautan Pada pasal satu 

berbunyi: kegiatan pelayanan yang bergerak di bidang jasa layanan umum 

keselamatan kapal dan kelautan merupakan bentuk pelayanan terpadu terhadap 

masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan 

(DITKAPEL). Kemudian pada pasal dua dinyatakan: layanan keselamatan 

kapal dan kelautan didasarkan pada hukum dengan lampiran dokumen 

persyaratan lengkap serta bukti pembayaran yang sah. Berdasarkan pasal satu 

dan pasal dua, dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertifikat harus memiliki 

dasar hukum, persyaratan, biaya atau tarif PNBP harus sesuai dengan ketentuan 
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yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, pengguna jasa 

juga berhak mendapat pelayanan serta memiliki tempat untuk pengaduan kritik 

dan saran jika diperlukan. Proses sertifikasi menjadi hal yang sangat krusial 

bagi dunia pelayaran. Sertifikat kapal merupakan surat atau dokumen yang 

diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sehubungan dengan kelayakan 

kapal yang telah teruji keamanan serta keselamatannya sehingga memiliki izin 

untuk meninggalkan pelabuhan atau melakukan pelayaran. Semua jenis kapal 

dengan ukuran 7 Gross Tonage (GT) ke atas wajib mendapatkan Sertifikat 

Keselamatan Kapal kecuali kapal milik pemerintah untuk kegunaan tugas 

Kenegaraan. Hal tersebut diatur dalam pasal 17 peraturan menteri perhubungan 

Nomor PM 176 Tahun 2015 peraturan tersebut mengatur bahwa setiap kapal 

wajib memiliki sertifikat sebelum melakukan pelayaran. Sebagai negara 

maritim, Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dari luas daratan 

sehingga memunculkan potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk 

Indonesia sebagai bagian dari sumber ekonomi. Salah satu keuntungan Negara 

Republik Indonesia sebagai negara maritim terlihat dari jumlah kapal yang 

singgah dan berlayar di suatu pelabuhan dengan membawa berbagai jenis 

muatan Kapal-kapal yang akan meninggalkan pelabuhan harus memiliki 

sertifikat sebagai salah satu Jaminan kelayakan kapal saat berlayar. 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan 

penelitian ini ditekankan pada “Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat 

Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di 

Subdit Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Dan 
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Perlindungan Di Perairan Ditkapel” 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah bagian penting dari sebuah penelitian yang berisi 

tentang pokok masalah yang akan atau sedang dikaji. Secara garis besar, fokus 

masalah didasarkan pada observasi dengan tujuan agar hasil penelitian lebih 

spesifik. 

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka fokus dari penelitian ini 

memiliki tiga aspek yaitu proses pembayaran PNBP, dampak yang ditimbulkan 

karena keterlambatan pembayaran PNBP, serta strategi yang digunakan oleh 

Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan 

Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel dalam menangani 

keterlambatan pembayaran PNBP 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah merupakan topik utama atau masalah tertentu yang akan 

diangkat oleh penulis dalam sebuah penelitian dengan menawarkan solusi yang 

lebih jelas dan detail. Rumusan masalah biasanya ditulis dalam bentuk 

pertanyaan yang sesuai dengan topik atau masalah yang sesuai dengan topik 

masalah yang dikaji dengan menggunakan unsur 5W+1H. Pada penelitian 

dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana proses pembayaran PNBP di Subdit Pencegahan Pencemaran 

dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di 

Perairan Ditkapel? 

2. Apa saja dampak yang didapatkan oleh pengguna jasa atas keterlambatan 



5 

 

 

 

pembayaran di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen 

Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel? 

3. Strategi apa yang direncanakan Subdit Pencegahan Pencemaran dan 

Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan 

Ditkapel untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran PNBP? 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut Rusmawan (2019:104), studi literatur adalah pengumpulan data 

dengan metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara mencari dan 

membaca sumber-sumber tertulis yang ada di buku maupun internet, dalam 

bentuk soft copy maupun hard copy dengan tujuan memperoleh tujuan yang 

diinginkan. Pentingnya metode studi dalam penelitian tertundanya penerbitan 

sertifikat di Ditkapel dikarenakan pembayaran PNBP. Metode studi digunakan 

untuk mengetahui masalah- masalah yang menjadi penyebab dari tertundanya 

pembayaran PNBP yang kemudian dianalisa untuk selanjutnya dicari 

penyelesaian pada masalah yang sedang dihadapi Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pokok masalah yang dialami oleh terkait 

keterlambatan pembayaran PNBP serta memberikan masukan atau saran 

kepada pihak terkait agar kedepannya. mampu meminimalisir masalah yang 

terjadi. Berikut uraian dari tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui proses pembayaran PNBP yang dilakukan oleh 

pengguna jasa kepada Ditkapel. 

2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang didapatkan oleh pengguna jasa 

atas keterlambatan pembayaran PNBP. 
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3. Untuk mengetahui strategi apa yang direncanakan Subdit Pencegahan 

Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan 

Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mencegah terjadinya keterlambatan 

pembayaran PNBP. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Pada sebuah penelitian, manfaat penelitian merupakan bagian penting yang 

tak terpisahkan dari penelitian itu sendiri. Dengan demikian, seorang pembaca 

diharapkan mampu menyerap manfaat dari tulisan tersebut sehingga 

memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Adapun 

manfaat penulisan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Memberikan tambahan informasi kepada pembaca serta berbagai 

pihak lain yang hendak menyempurnakan penelitian ini. 

b. Dengan permasalahan yang ditulis pada skripsi ini, dapat 

memberikan gambaran dan masukan bagi Taruna/Taruni yang 

nantinya akan mengangkat tema yang sama ataupun sebagai bahan 

referensi untuk tugas-tugas ke depannya. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala yang 

menyebabkan tertundanya proses pembayaran PNBP di Subdit 

Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan 

Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel. 

b. Memberikan kritik beserta saran yang berguna bagi Kementerian 
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Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tertundanya penerbitan 

sertifikat.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Skripsi 

Deskripsi skripsi merupakan rangkaian dari penyusunan skripsi yang 

digunakan untuk menggambarkan masalah yang sedang terjadi atau sedang 

dialami oleh sebuah perusahaan atau lembaga. Terdapat teori-teori dari para ahli 

dan sejumlah sumber pustaka sebagai penunjang penulisan skripsi dengan judul 

“Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat Keterlambatan Proses Pembayaran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Subdit Pencegahan Pencemaran dan 

Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan 

Ditkapel”. Berikut penjelasanya: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 

2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah sumber daya 

atau sumber pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada individu 

maupun instansi dan organisasi yang telah membayar sejumlah uang baik 

secara langsung maupun tidak untuk mendapatkan manfaat dari jasa 

tersebut. Pihak pengelola PNBP terdiri atas Kementerian/Lembaga dan 

Bendahara Umum Negara. Dalam pasal 13 Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang tarif penerimaan Negara 

bukan pajak, besaran tariff PNBP dapat bernilai 0 rupiah, kecuali yang telah 

diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 2008 tentang PNBP, adapun 

PNBP yang dapat dikenakan tarif sesuai dengan undang-undang adalah 
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sebagai berikut: 

a. Pendapatan yang di dapat dari pengelolaan dana pemerintah. 

b. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA (sumber daya alam). 

c. Pendapatan dari kekayaan negara yang dikelola secara terpisah. 

d. Pendapatan pelayanan oleh pemerintah.. 

e. Pendapatan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Penerbitan 

Menurut Pambudi (2018), penerbitan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mempublikasikan gambar maupun video yang telah disunting untuk 

diedarkan ke publik. 

Sedangkan dalam Kampus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2016), 

penerbitan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempublikasikan 

majalah, buku, surat kabar dan lain sebagainya, sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 

tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial atau media massa yang 

mengatur tentang semua komunikasi massa yang mencakup jurnalistik 

didalamnya dengan tujuan untuk menyalurkan berita-berita tersebut dalam 

bentuk media cetak maupun media elektronik. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penerbitan merupakan suatu hal yang dicetak dalam 

bentuk buku, dokumen dan lain sebagainya untuk kepentingan komersil 

ataupun sosial dengan memuat berita atau isu-isu terkini yang sifatnya 

aktual dan tidak menyinggung pihak manapun. 
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3. Tunda atau Tertunda 

 

Menurut KBBI (2016), tunda adalah benda yang ditarik oleh perahu 

dengan bantuan tali, sedangkan tertunda adalah sesuatu yang ditangguhkan 

karena sesuatu sebab sehingga terjadilah penundaan kegiatan atau aktivitas 

yang sedang dijalankan ataupun direncanakan. Tertunda dapat disebabkan 

oleh suatu kejadian yang mengakibatkan terhambatnya suatu proses. 

Tertundanya suatu penerbitan di sebuah instansi dapat menghambat proses 

dan memengaruhi kualitas pelayanan bagi pengguna jasa. Salah satu 

contohnya adalah tertundanya penerbitan surat kapal yang berimbas pada 

terlambatnya penerbitan sertifikat kapal sehingga menimbulkan rasa 

tidakpuas bagi pengguna jasa. 

4. Keterlambatan 

Menurut Ervianto (2004) Keterlambatan adalah suatu keadaan 

seseorang yang sudah direncanakan sedemikian rupa namun terhalang oleh 

suatu hal baik yang disengaja maupun hal-hal diluar prediksi sehingga 

menyebabkan kerugian waktu yang dapat berdampak pada keterlambatan 

waktu yang telah direncanakan dari awal. Sementara menurut Musra (2014) 

didefinisikan keterlambatan sebagai akibat dari ketidakpastian yang 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang disebabkan oleh 

manusia itu sendiri, faktor barang dan jasa berupa pengadaan atau 

ketersediaan suatu barang, serta yang terakhir ada faktor anggaran yang 

menjadi salah satu faktor penentu akan keberhasilan suatu proyek atau 

perencanaan. Keterlambatan dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu 
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perusahaan. 

5. Proses Pembayaran 

Menurut Mulyani & Herawati (2016), proses adalah tahapan yang 

diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode berupa sumber-sumber 

yang valid sehingga memperoleh suatu hasil. Pembayaran adalah proses 

pemindahan sejumlah uang baik digital maupun langsung antara satu orang 

dengan orang lainnya ataupun oleh suatu kelompok dengan yang lainnya. 

Proses pembayaran merupakan sebuah transaksi langsung maupun tidak 

langsung yang melibatkan dua orang atau pihak atas suatu barang atau jasa. 

Proses pembayaran merupakan salah satu proses mutlak yang harus 

dilakukan ketika melakukan transaksi. Proses pembayaran yang terhambat 

akan memengaruhi proses selanjutnya. Sebagai contoh keterlambatan 

proses pembayaran PNBP di Ditkapel berdampak pada tertundanya 

penerbitan sertifikat. 

Proses pembayaran memiliki dua sistem yaitu pembayaran secara tunai 

dan pembayaran secara digital. Keunggulan pembayaran secara tunai adalah 

transaksi uang dilakukan secara langsung dengan jumlah yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi jenis transaksi tunai ini memiliki 

kekurangan karena bukti surat-surat maupun dokumen cetak rawan rusak 

atau hilang. Pembayaran secara digital memiliki kelebihan yaitu cepat dan 

efisien serta bukti pembayaran jelas dan tersimpan sebagai soft file. Namun 

jenis transaksi digital memiliki kekurangan seperti rawannya penipuan 

apabila transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh pihak terkait seperti 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

6. Sertifikat 

Sertifikasi merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa 

seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi 

yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2015:33). Jenis 

sertifikat di Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan 

Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan dibagi menjadi dua yaitu 

sertifikat pencegahan pencemaran mengacu pada Marine Pollution 

Prevention (MARPOL) dan sertifikat keselamatan yang mengacu pada 

Internasional safety management code (ISM Code) kedua peraturan ini 

merupakan standar Internasional yang ditetapkan oleh lembaga 

Internasional Maritime Organization (IMO) yang mengatur tentang 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan. Terdapat 

10 sertifikat pada MARPOL yaitu WR, CLC, CLCB, SNPP, AFS, BWM, 

IAPP, ISPP, IOPP, 

dan NLS. Sedangkan untuk sertifikat ISM code keselamatan terdapat 4 

sertifikat yaitu SMC, DOC, Approval Manual Book SMK, dan Approval 

Manual Book SMK DOC. 

Setiap kapal wajib memiliki sertifikat sebagai salah satu syarat mutlak 

sebelum meninggalkan pelabuhan. Nama-nama sertifikat yang terdapat 

pada jenis sertifikat pada kapal diuraikan sebagai berikut: 
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a. Wreck Removal (WR) 

Pemilik kapal memiliki kewajiban untuk menyingkirkan kerangka kapal 

dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 

203 tentang pelayaran. WR (Wreck Removal) memiliki masa berlaku 1 

tahun dan tidak memiliki tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). 

b. National Certificate of Insurance or Orher Financial Security in 

Respect of Cifil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 

CLC atau Konvensi Internasional tentang pertanggung jawaban 

perdata atas kerugian akibat pencemaran minyak merupakan tanggung 

jawab pemilik kapal atas kebocoran minyak di laut akibat kecelakaan. 

CLC tidak berlaku bagi kapal perang atau kapal-kapal Negara non-

komersil yang dioperasikan. CLC diatur dalam SOLAS, 1974 MARPOL 

Convention, 73/78 International Convention on the Control of Harmful 

Anti-fouling Systems on Ship (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 

tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 

29 tahun 2014. CLC memiliki kewenangan untuk menghapus atau 

membebaskan ganti rugi atas polusi minyak kepada pemilik kapal 

dengan syarat yaitu kecelakaan terjadi karena perang dan fenomena 

alam, kecelakaan kapal disebabkan oleh pihak ketiga, kecelakaan kapal 

atas kelalaian dari Pemerintah. 

c. National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect 

of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLCB) 
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CLCB hampir sama dengan CLC, yang membedakan keduanya adalah 

CLCB khusus mengatur pencemaran minyak bahan bakan (bunker) 

yang terdiri atas minyak mineral hidrokarbon, minyak pelumas pada 

mesin kapal. 

CLCB tercantum dalam dasar hukum yaitu SOLAS, 1974, 

MARPOL Convention, 73/78, International Convention on the Control 

of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 

2008, PP 51tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 

tahun 2012, PM 29 tahun 2014. CLCB memiliki masa berlaku 1 tahun 

d. National 4.Pollution Prevention Certificate (SNPP) 

SNPP merupakan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari 

kapal yang memiliki dua jenis yaitu SNPP sementara untuk 

pemeriksaan daerah dengan masa berlaku tiga bulan dan SNPP 

permanen untuk pemeriksaan pusat dengan masa berlaku selama 3 

tahun. Dasar hukum SNPP meliputi: SOLAS, 1974, MARPOL 

Convention, 73/78, International Convention on the Control of Harmful 

Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 

tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 

tahun 2012, PM 29 tahun 2014. 

 

e. National Anti Fouling Certificate (AFS) 

AFS merupakan penerbitan sertifikat pengendalian sistem anti 

teritip. Pengertian anti-fouling adalah teknik pencegahan atau 

pengurangan kotoran atau organisme. Menurut konvensi International 
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Maritime Organization (IMO), mendefinisikan “Anti-Fouling System” 

sebagai lapisan cat guna mencegah menempelnya organisme yang 

merugikan. Dasar hukum AFS yaitu SOLAS, 1974, MARPOL 

Convention, 73/78, International Convention on the Control of Harmful 

Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 

tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 

tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014. AFS memiliki 

dua jenis sertifikat yaitu ASF sementara dengan pemeriksaan daerah 

yang memiliki masa berlaku tiga bulan dan AFS permanen dengan 

pemeriksaan pusat dengan masa berlaku selama 30 bulan atau dua 

setengah tahun. 

f. Ballast Water Management (BWM) 

 

BWM atau yang biasa disebut dengan sertifikat nasional 

manajemen air ballas. Ballast water adalah pemberat kapal berupa air 

yang berfungsi sebagai keseimbangan kapal dan digunakan kapal 

dalam kondisi kosong atau terdapat setengah muatan. BWM memiliki 

dasar hukum yakni Peraturan Presiden No. 132 tahun 2015, PM 48 

Pasal 45, PM 57 Pasal 68. BWM memiliki dua jenis sertifikat yang 

bersifat sementara maupun permanen. Sertifikat BWM sementara 

dengan pemeriksaan daerah yang berlaku hanya tiga bulan, 

sedangkan sertifikat BWM permanen dengan pemeriksaan pusat 

masa berlaku mengacu pada sertifikat SNPP/ISPP nya. 

g. Prevention Of Air Pollution From Ship (IAPP, EIAPP, IECC) 
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IAPP, EIAPP, IECC merupakan sertifikat internasional pencegahan 

pencemaran oleh udara yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan 

sesuaidengan MARPOL ANNEX VI, PM 29 tahun 2014, Pasal 30 s.d 

36, Pasal 57 s.d 68. Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku tiga bulan 

untuk IAPP sementara dengan pemeriksaan daerah dan memiliki masa 

berlaku hingga tiga tahun untuk IAPP permanen dengan pemeriksaan 

pusat 

h. Pollution By Swage From Ship (ISPP) 

 

Penerbitan sertifikat internasional pencegahan oleh kotoran atau 

yang biasa disebut dengan ISPP sesuai dengan dasar hukum 

MARPOL ANNEX IV, PM 29 tahun 2014, Pasal 23 s.d 27, Pasal 57 

s.d 68. Sertifikat ISPP memiliki masa berlaku yaitu tiga bulan untuk 

ISPP sementara dengan pemeriksaan daerah dan berlaku selama tiga 

tahun untuk ISPP permanen dengan pemeriksaan pusat. 

i. The Prevention Of Pollution by Oil (IOPP) 

 

Penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemran oleh 

minyak yang memiliki dasar hukum yaitu SOLAS, 1974, MARPOL 

Convention, 73/78, International Convention on the Control of Harmful, 

Anti-fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 

tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 

29 tahun 2014. 

j. Noxious liquid substance (Nls) 

Nls merupakan sertifikat pencegahan bahan beracun dalam bentuk 
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cair. Nis diatur dalam SOLAS, 1974 MARPOL Convention, 73/78 

International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling 

system on ship (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008. Sertifikat Nls memiliki 

masa berlaku lima tahun dengan endris setiap satu tahun sekali. 

k. Safety Management Certificate (SMC) 

 SMC (Safety Management Certificate) adalah sertifikat kapal yang 

diterbitkan sesuai sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan 

sebagai bukti manajemen pada kapal bekerja dengan baik. Sertifikat 

SMC didasarkan atas dasar hukum SOLAS, 1974 MARPOL 

Convention, ISM Code, 1969 Protocol 1992, CLC Bunker Convention, 

2001. Sertifikat SMC memiliki masa berlaku selama lima tahun dan 

harus di endors setiap tahun. 

l. Document of Compliance (DOC) 

 DOC adalah dokumen penyesuaian manajemen keselamatan yang 

diterbitkan guna memenuhi persyaratan pelayaran. DOC memiliki dasar 

hukum yaitu SOLAS, 1974 MARPOL Convention, International 

convention for the control and management of ship’s ballast water and 

sediments, 2004. Sertifikat DOC berlaku selama lima tahun dan harus 

diendors setiap tahunnya. 

m. Approval Manual Book SMK 

 Approval Manual Book SMK adalah penerbitan dan pengukuhan 

dokumen penyesuaian manajemen kesematan yang memiliki dasar 

hukum SOLAS, 1974 MARPOL convention, PM 45 tahun 2012, PM 29 
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tahun 2014. Approval Manual Book SMK memiliki masa berlaku lima 

tahun dengan endors setiap tahunnya dan memiliki persyaratan yaitu 

manual book. 

n. Approval Manual Book SMK DOC (Penerbitan dan Pengukuhan 

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan) 

 Sertifikat approval manual book SMC DOC memiliki dasar hukum 

SOLAS, 1974 MARPOL convention, 73/78 ISM code, 2014 edition 

CLC convention, 1969 protocol 1992 CLC bunker convention. Lima 

tahun dengan endors setiap tahunnya adalah masa berlaku untuk 

sertifikat ini dengan syarat pengajuan manual book. 

Selanjutnya terkait biaya PNBP yang dikeluarkan untuk pembuatan 

sertifikat ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 

15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan 

pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. 

Berikut rincianya: 

a. PNBP pemeriksaan teknis keselamatan, garis muat dan pencegahan 

pencemaran lingkungan maritim berdasarkan persyaratan mandatori dan 

non mandatori (per pemeriksaan): 

1) Pembayaran PNBP untuk GT 7 sampai dengan GT 325 (pelayaran 

rakyat) dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000, 00 

2) Untuk GT 7 sampai GT 35 biaya yang dikeluarkan untuk tarif PNBP 

sebesar Rp. 50.000, 00 

3) Pada GT 36 sampai dengan GT 174 biaya PNBP sebesar Rp. 
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75.000,00 

4) GT 175 sampai dengan GT 499 tarif PNBP sebesar Rp. 300.000,00 

5) Pada GT 500 s/d GT 3.000 biaya PNBP yang dikeluarkan sebesar 

satu juta rupiah 

6) Biaya yang harus dikeluarkan untuk GT lebih dari 3.000 adalah satu 

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah. 

b. PNBP Pengukuhan/Endorsment Sertifikat Keselamatan, Garis Muat dan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim: 

1) Tarif GT 7 sampai dengan 325 (Pelayaran Rakyat) dikenakan tarif 

sebesar Rp. 12.500, 00 

2) Pada GT 7 sampai dengan GT 35 tarif PNBP yang dikeluarkan sama 

seperti pelayaran rayat yaitu sebesar Rp. 12.500, 00 

3) Untuk GT 36 sampai GT 175 biaya PNBP sebesar Rp. 25.000, 00 

4) Tarif PNBP untuk Gt lebih dari 175 biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp.85.000 

7. Akibat atau dampak 

 Dampak memiliki dua jenis yaitu dampak positif yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif yang biasanya 

berkaitan dengan hal-hal buruk yang terjadi pada kehidupan manusia. 

Menurut Waralah Rd Cristo (2008) dampak adalah akibat positif maupun 

negatif dari suatu hal yang dilakukan oleh manusia dan yang dapat 

mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Hikmah Arif, (2009), 

dampak merupakan sesuatu yang ditimbulkan karena suatu akibat yang 
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dilakukan. 

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari keterlambatan 

penerbitan sertifikat secara manual yaitu terhambatnya proses penerbitan 

sertifikat kapal dikarenakan bukti yang hilang akibat banyak dokumen yang 

tertumpuk sehingga membuat pengguna jasa harus melakukan 

pengumpulan data tau dokumen kembali dengan cara manual. Sedangkan 

dampak positif adalah dengan tertibnya pembayaran PNBP, maka proses 

penerbitan sertifikat dapat berjalan dengan lancar. Untuk memperlancar 

proses penerbitan sertifikat, Ditkapel menyediakan aplikasi sebagai sarana 

pembayaran bagi pengguna jasa dengan bukti yang sah. Dengan adanya 

aplikasi atau web yang dikembangkan oleh Ditkapel diharapkan mampu 

memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam melakukan transaksi 

pembayaran PNBP. Setelah dilakukannya pembayaran melalui aplikasi, 

selanjutnya proses penerbitan sertifikat dapat cepat dilakukan oleh pihak 

Ditkapel. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Ditkapel 

yaitu dalam sistem verifikasi kode billing pembayaran PNBP oleh pengguna 

jasa yang terdahulu, pemeriksaan masih melalui aplikasi whatsapp dan 

belum terintegrasi dengan sistem aplikasi terbaru proses ini membutuhkan 

ketelitian dan memakan waktu. Apabila kode billing ini expired atau tidak 

terbayar, proses pembayaran harus diulang kembali dari awal. Akibatnya 

terjadi keterlambatan penerbitan sertifikat sehingga berimbas terhambatnya 

pelayaran kapal – kapal yang masih sandar dan terlambat berlayar 

menghambat kapal lain yang akan sandar. 
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B. Kerangka Penelitian 

Penulisan skripsi akan lebih terkonsep jika dalam penulisan disertakan 

kerangka berpikir, kerangka penelitian memiliki konsep penyajian data dalam 

bentuk diagram sederhana yang ditulis untuk memaparkan pokok-pokok 

masalah yang dijadikan tema skripsi beserta cara penanganan atau saran yang 

diberikan kepada penulis kepada Subdit Pencegahan Pencemaran dan 

Manajemen Keselamatan kapal dan Perlindungan lingkungan di Perairan 

Ditkapel.  

Hal ini bertujuan agar kedepannya, mampu memberikan pelayanan yang 

lebih baik lagi dalam menerbitkan sertifikat serta diharapkan penulisan ini dapat 

dijadikan bahan tambahan dalam penulisan-penulisan berikutnya 
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Gambar 2.1 kerangka penelitian 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Dari hasil penelitian terkait Tertundanya Penerbitan Sertifikat Akibat 

Keterlibatan Proses Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Subdit 

Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan dan Perlindungan di 

Perairan Ditkapel, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembayaran PNBP di Subdit Pencegahan Pencemaran dan 

Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan 

Ditkapel. yang masih dilakukan dengan pengecekan dokumen dan bukti 

pembayaran secara manual melalui Whatsapp, memunculkan beberapa 

masalah seperti hilangnya data maupun dokumen yang tertumpuk oleh 

dokumen lain sehingga penerbitan sertifikat mengalami keterlambatan 

yang mengakibatkan pihak pengguna jasa harus mengulang melakukan 

pengumpulan dokumen kembali. 

2. Tertundanya penerbitan setifikat kapal sangat mengganggu usaha di bidang 

pelayaran, karena dapat mengancam kapal dikenakan denda apabila sampai 

batas waktu yang ditentukan kapal belum meninggalkan pelabuhan. Selain 

itu, dampak lainnya adalah pengguna jasa harus mengulang kembali proses 

pengumpulan dokumen yang dibutuhkan saat melakukan pembayaran 

PNBP, sehingga waktu penerbitan sertifikat semakin lama. Akibatnya 

keberangkatan kapal juga semakin lama tertunda, sehingga denda semakin 

bertambah. 
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3. Strategi yang direncanakan oleh Ditkapel untuk mencegah 

terjadinyaketerlambatan PNBP adalah mengoptimalkan sistem Simkapel 

menjadi terintegrasi dengan sistem Simponi, yang terkoneksi langsung 

dengan bank yang berkaitan dengan pembayaran. Setelah proses 

pembayaran terverifikasi secara otomatis, proses di dalam sistem 

Simkapel dapat beranjak ke penerbitan sertifikat. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menemui sejumlah keterbatasan 

antara lain: 

1. Ragam dan jumlah narasumber yang terbatas untuk diwawancarai. 

2. Terdapat data yang tidak bisa diminta. 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan yang didapatkan dari penelitian, maka penulis 

mengusulkan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal 

dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel untuk mengadakan 

pelatihan dan peningkatan pengetahuan bagi staf terkait dengan web 

Simkapel, sehingga staf dapat benar-benar memahami sistem dan proses 

penerbitan sertifikat bisa segera dilakukan setelah proses pembayaran 

PNBP dilakukan oleh pengguna jasa. 

2. Bagi staf yang bekerja di Ditkapel, khususnya yang bertugas untuk 

menangani penerbitan sertifikat, untuk ke depannya diharapkan lebih sigap 

dan cekatan dalam melaksanakan pekerjaannya agar sertifikat segera 
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diterbitkan dan dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk pelayaran.
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LAMPIRAN LAMPIRAN 

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA 

Lokasi   : Gedung kantor Kementerian Perhubungan Ditkapel 

Narasumber : Siti Annisa 

Hasil Wawancara 

Nama  : Ibu Siti Annisa 

Jabatan : Staff Penanggung Jawab Penerimaan Negara Bukan Pajak 

1. “Bagaimana tahapan penerbitan sertifikat marpol dan ism code yang ibu 

ketahui?” 

Jawab:   

“Prosedur tahanpan pernerbitan sertifikat marpol dan ism code yang saya ketahui 

yaitu:” 

a. “Pertama, para mengguna jasa menyerahkan dokumen persyaratan hardcopy 

sesuai dengan permohonan sertifikat yang akan diterbitkan.” 

b. “Kemudian para staff melalukan verifikasi data untuk dilakukan pengecekan 

validasi kesesuaian dokumen persyaratan dengan permohonan.” 

c. “Setelah data tervalidasi, selanjutnya data akan discan untuk dimasukan ke 

Simkapel.” 

d. “Selanjutnya data akan diolah para staff pemeriksa kapal dan akan dilalukan 

pemeriksaan kesesuaian data dengan kondisi kapal untuk layak atau tidaknya 

penerbitkan sertifikat” 

e. “Setelah dinyatakan layak akan langsung dievaluasi oleh kasie dan kasubdit 

secara langsung.” 

f. “Proses selanjutnya adalah pembuatan kode billing PNBP dan pengecekan kode 

billing sudah bayar.” 

g. “Kemudian akan dilanjutkan proses penomoran sertifikat oleh petugas tata 

usaha penomeran.” 

h. “Terakhir akan dilanjutkan proses penomeran sertifikat oleh petugas tata usaha 

penomeran.” 

i. “Dan sertifikat yang sudah diberi penomeran sudah dinyatakan sah dan bisa 

diambil diloket Pelayanan Terpadu Satu Atap.” 

2. “Tahapan apa saja yang dilakukan untuk pembuatan kode billing PNBP?” 

Jawab:  

“Tahapan penerbitan kode billing PNBP yang saya ketahui yaitu:” 

a. “Masuk ke website aplikasi Simponi.” 

b. “Memasukan data jenis kapal, jenis pemeriksaan, jenis permohonan sertifikat, 

dan tonage kapal.” 
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c. “Setelah nya akan muncul tarif dan kode billing pembayaran yang mempunyai 

waktu expired seminggu sebelum konfirmasi pembayaran.” 

d. “kemudian data pembayaran kode billing dikirim kan staaf PNBP  kepada 

pembuat permohonan sertifikat melalui whatsapp .” 

e. “staf akan melalukan pengecekan kode billing sudah bayar satu persatu 

menggunakan Simponi untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat 

berikutnya.” 

3. “Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat?” 

Jawab: 

Kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat yang saya ketahui yaitu: 

a. “Kendala yang pertama adalah proses penerbitan yang mengalami masa trasisi 

dari manual menjadi terintegrasi ke sistem, hambatan besar selain karna susah 

nya kontroling proses sertifikat, proses track record pernerbitaan sertifikat 

menjadi sangat susah maka dari kita harus mencatat satu persatu tahapan 

sampai mana proses penerbitan sertifikat ,sehingga banyak sertifikat yang 

double diterbitkan dan banyak yang hilang .” 

b. “Karna sosialisasi pengoperasian sistem yang minim membuat adanya 

beberapa staf kurang bisa menggunakan sistem dengan baik dan itu sangat 

berdampak sangat menghambat proses penerbitan sertifikat.” 

c. “Yang ketiga ini berkaitan dengan proses PNBP, dikarenakan pembutan kode 

billing disimponi belum terintegrasi dengan simkapel sehingga penngiriman 

kode billing ke pengguna jasa masih manual menggunakan whatsapp, dan 

pengecekan konfirmasi pembayaran yang harus satu persatu melalui whastaspp 

membuat bayar kode billing tidak terverifikasi sempurna, banyak yang terlewat 

karna banyaknya permohonan karna dicek manual, sehingga kode billing yang 

terlewat banyak yang expired, ini mebuat para pengguna jasa harus memasukan 

ulang permohonan dan melewati proses penerbitan dari awal yaitu penyerahan 

dokumen.” 

d. “Kendala yang terakhir adalah karna banyaknya dokumen yang masuk ketika 

harus mengulang dari awal agen harus membawa ulang hardcopy sebagai 

persyaratan mengulang karna staf tidak mungkin mencari tumpukan dokumen 

yang sangat banyak.” 

4. “Upaya apa saja yang dilakukan oleh Ditkapel untuk mengatasi kendala kendal 

tersebut?” 

Jawab: 

“Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang terjadi 

saat ini.” 

a. “Menyempurnakan simkapel agar bisa secara otomatis merekam tahap tahap 

penerbitan sertifikat untuk memudahkan track record sertifikat sampai ditahap 

mana, upaya ini juga diharapkan bisa meminimalisir penerbitan sertifikat 

double dan sertifikat hilang.” 
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b. “Mengadakan sosialisasi pengoperasian sistem yang baru dari pihak IT dan staf, 

hal ini perlu dilakukan guna mendukung penerbitan sertifikat yang lebih baik, 

karna dengan adanya koordinasi yang baik akan menghasilkan sinergi yang 

baik.” 

c. “Upaya yang ketiga ini memang belum dilakukan namun dengan adanya 

rencana yang dibuat itu cukup menjadi angin segar untuk mengatasi kendala 

PNBP, rencana ini adalah membuat simponi terintegrasi dengan simkapel, 

upaya ini akan membuat pengguna jasa langsung bisa melihat kode billing 

melalui simkapel jadi staf tidak repot lagi mengirim kode billing melalui 

whatsapp, selain itu setelah pengguna jasa melalukan pembayaran kode billing 

simkapel akan secara otomatis memverikasi dan melanjutkan proses 

selanjutnya, hal ini diharapkan bisa mengurangi jumlah penerbitan kode billing 

yang expried  

d. “Mengatur ulang prosedur penerimaan dokumen permohonan dari hardcopy 

menjadi softcopy dan pengguna jasa langsung bisa memasukan permohonan ke 

sistem mandiri untuk memudahkan proses penerbitan, hal ini juga untuk 

mengatisipasi jika ada yang harus mengulang tinggal melakukan upload 

dokumen secara langsung.” 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pengamatan yang dilakukan adalah mengetahui penyebab tertundanya penerbitan 

sertifikat dikarenakan keterlambatan pembayaran PNBP di Ditkapel. 

A. Informan Wawancara : 

1. Ibu Siti Annisa Staff Penanggung Jawab Penerimaan Negara Bukan Pajak di 

Ditkapel. 

B. Pertanyaan  Wawancara : 

1. Bagaimana tahapan penerbitan sertifikat marpol dan ism code yang ibu 

ketahui? 

2. Tahapan apa saja yang dilakukan untuk pembuatan kode billing PNBP? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat? 

4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Ditkapel untuk mengatasi kendala kendal 

tersebut? 
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LAMPIRAN II INVIOCE BUKTI BAYAR PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK (PNBP) 
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LAMPIRAN III DOKUEMEN HARDCOPY PERMOHONAN 
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LAMPIRAN IVDOKUMEN EXPIRED
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LAMPIRAN V SERTIFIKAT WRECK REMOVAL (WR) 
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LAMPIRAN VI DATA PELAYANAN  
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LAMPIRAN VII DATA PENERBITAN SERTIFIKAT  
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LAMPIRAN VIII DATA SERTIFIKAT BATAL 
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LAMPIRAN IX SERTIFIKAT ANTI-FOULING SYSTEM (AFS) 
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LAMPIRAN X SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE (SMC) 
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LAMPIRAN XI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKODE BILLING 

(PNBP) 
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LAMPIRAN XII PERMOHONAN SERTIFIKAT 
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LAMPIRAN XIII SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN 

(SNPP) 

 

 

 

 



71 

 

 

LAMPIRAN XIV SURAT PERINTAH TUGAS(SPT) 
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LAMPIRAN XV SERTIFIKAT CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR 

BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE (CLCB) 
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LAMPIRAN XVI CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR OIL POLLUTION 

DAMAGE (CLC) 
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LAMPIRAN XVII BIMBINGAN TEKNIS PRADA 
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LAMPIRAN XVIII MANUAL BOOK SERTIFIKAT MANAGEMEN 

KESELAMATAN (SMK) 
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LAMPIRAN XIX DAFTAR SERTIFIKAT EXPIRED 
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